BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Ungkapan kata “politik”' sukar dirumuskan dalam beberapa
kata saja, karena penggunaannya mempunyai arti panjang lebar
disamping bermacam kemungkinan pemaknaannya. Politik pada

dasarnya adalah bagian dari pada umat manusia. Tidak dapat

! Kata politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau
perbuatan . Menurut Deliar Noer, politik adalah: .........segala aktifitas atau sikap yang
berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan
mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. (lihat Deliar
Noer: 1983: 6). Kutipan ini menunjukkan bahwa hakekat politik adalah perilaku manusia,
baik berupa aktifitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan
tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan
bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan
dari politik. Secara umum dapat kita katakan bahwa politik tidak lain dari segala kegiatan
manusia bertalian dengan masalah kekuasaan yang meliputi bagaimana cara
mendapatkannya, mempertahankannya, dan akhirnya bagaimana mempergunakannya dan
untuk tujuan apa. Dalam pandangan Islam, politik hanyalah salah satu medium terpenting
untuk mencapai tujuan dakwah; jadi bukan sebaliknya, dakwah dijadikan medium untuk
mencapai tujuan politik, yaitu politik yang telah terlepas dari kendali moral. Bila ini yang
berlaku, maka dapat dikatakan bahwa politik telah “memperkosa” agama demi tercapainya
tujuan-tujuan yang rendah (lihat Ahmad Syafi’i Ma’arif: 1995: 111).



dipisahkan dari keterpaduannya dengan pelbagai aspek kehidupan.

Apa yang disebut “politik™ (politics) ini, tidak secara otomatik
serta sepenuhnya sama dengan ilmu politik (political science). Ilmu
politik adalah mempelajari gejala (fenomena) “politik”, menyangkut
hal-hal dasar yang terdapat di dalam interaksi makhluk hidup dan
kehidupan masyarakat. Menurut Wilbur White, penulis White
Political Dictionary, ilmu politik adalah mempelajari negara dan
pemerintahan. Setiap manusia adalah melakukan hal-hal yang bersifat
politik serta berada dalam lingkungan yang disebut “sistem politik”2

David Easton menyatakan bahwa sistem politik dapat
diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari
seluruh tingkah laku sosial, melalui nilai-nilai dialokasikan secara
otoritatif kepada masyarakat.®

Lebih lanjut dikatakan pula bahwa sistem politik adalah suatu

konsepsi® yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang

2 Teuku May Rudy, Pengantar Illmu Politik, Wawasan Pemikiran dan
Kegunaannya, (Bandung: Eresco, 1993), h. 2,9.

3 Hariyanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.2.

4 “Konsepsi” berasal dari bahasa Inggris conception yang secara leksikal berarti
“pembentukan ide atau rencana” dan “ide atau rencana yang terbentuk dalam pikiran” dan
secara terminologis berarti pengertian yang berkenaan dengan obyek yang abstrak atau
universal. Dari dalamnya tidak terkandung pengertian dari obyek-obyek yang konkrit atau
Kkhusus. Istilah “konsep” juga berasal dari bahasa inggris yang bermakna leksikal “ide pokok
yang mendasari suatu gagasan” dan “gagasan atau ide umum”. (lihat Abdul Muin Salim:
1994: 17).



siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut;
apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa
kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa
pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk
tanggung jawabnya.’

Teori politik Islam yang pertama timbul dari perkembangan
politik yang terjadi dalam sejarah ialah mengenai jabatan kepala
negara. Siapa yang berhak menjadi kepala negara sebagai pengganti
Nabi® dan bagaimana cara pengangkatannya, itulah yang menimbulkan
perbedaan paham di bidang politik dalam Islam.’

Bagi Hakim Javid Iqbal, masalah pokok teori politik Islam
adalah pendirian negara Islam yang berdasarkan konsep falah

(kebahagiaan), dengan tiga ciri pokok negara Islam: keunggulan

’ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran,
(Jakarta: Ul-Press, 1993), h. 2-3.

S Seiring dengan wafatnya Nabi situasi agak berbeda. Tanpa seorang pemimpin
tertinggi untuk mendamaikan perselisihan yang banyak muncul, otoritas politik yang
memaksa sangat diperlukan. Oleh karena itu adalah logis bahwa dalam masyarakat yang
telah terbentuk dalam suatu komunitas sosial keagamaan yang demikian baik telah
memenuhi unsur-unsur kenegaraan, mengangkat pemimpin yang mengurus dan mengatur
berbagai kepentingan administrasi dan kenegaraan. Namun secara tegas tidak ada nas yang
menunjukkan tentang pengangkatan dan penggantian imam (kepala negara). (lihat Muhibbin:
1996: 29).

7 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: Ul-Press,
1979),h.101



syari’ah, persatuan dan solidaritas umat serta lembaga yang
memerintah masyarakat (khilafah ).8

Kata lain yang digunakan sebagai alternatif bagi khalifah
adalah imam.® Kata ini sering muncul dalam al-Qur’an tetapi tidak
pernah sekalipun ia memiliki implikasi politis. Namun kata tersebut
telah diberi konotasi khusus oleh kaum Syi’ah dalam mengembangkan
teori yang paralel tentang khilafah yang mereka sebut sebagai
imamah.'

Dari persoalan imamah bisa diambil suatu pengertian bahwa
masalah imamah merupakan suatu keharusan yang harus
direalisasikan oleh manusia (masyarakat) dengan melihat cara hidup
dan bersosialisasinya manusia dalam menjalani hidup. Dari

esensialnya masalah imamah tersebut, hingga hal ini merupakan suatu

® Mumtaz Ahmad (ed.), Masalah-Masalah Teori Politik Islam, (State, Politics and
Islam), terj. Ena Hadi, (Bandung: Mizan, 1994), h. 18.

° Imam adalah (orang yang diikuti; pimpinan). Imam dalam ibadah sholat adalah
orang yang dipercaya untuk memimpin sholat bersama dan berdiri pada posisi terdepan serta
gerak gerik dan bacaannya diikuti oleh orang-orang atau jema’ah di belakangnya yang
menjadi makmum. Dalam bidang pemerintahan, imam berarti pemimpin masyarakat. Nabi
Muhammad adalah imam umat Islam,baik dalam bidang kenegaraan maupun pemerintahan.
Juris Sunni berpendapat bahwa masalah imamah merupakan persoalan keduniaan yang
penanganan dan pembentukannya diserahkan kepada umat. (lihat Ensiklopedi Islam, 1993,
vol. 2,1h.205).

' Qomaruddin Khan, Tentang Teori Politik Islam (Political Concepis in the
Qur 'an), terj. Taufik Adnan Amal, (Bandung: Pustaka, 1973), h. 24,26.



kewajiban untuk membentuknya menurut syari’at. Selebihnya
dibiarkan lentur dan tak ditentukan, dengan maksud agar hal-hal
tersebut bisa ditetapkan dengan menggunakan nalar dan pertimbangan
kepentingan serta kesejahteraan umum. !

Sejak pertemuan di Tsaqifah Bani Sa’idah sesudah wafatnya
Rasulullah, pelaksanaan sywra yang pertama dilakukan oleh umat
Islam untuk memilih khalifah'? beliau, dan peristiwa tahkim antara
Ali dan Muawiyah, menjadi titik tolak yang penting bagi sejarah
perpolitikan umat Islam. Sebab, secara aspiratif umat Islam dalam
dua peristiwa itu mulai berpolarisasi untuk mengorbitkan siapa yang
berhak menjadi khalifah. Akibatnya umat Islam terkotak-kotak
kedalam berbagai aliran, yaitu: Khawarij, Syi’ah, dan Ahli Sunnah
Waljama’ah atau Sunni."”

Meski begitu, di masa Khulafa al-Rosyidin dan era Dinasti

Umayah belum dikenal pemikiran politik Islam yang dirumuskan

"' Salim Azzam, Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam (Concept of
Islamic State), terj. Malikul Awwal dan Abu Jalil, (Bandung: Mizan, 1990), h. 52.

2 Khalifah adalah (wakil, pengganti atau duta). Manusia. (wakil, pengganti. atau. duta.
Tuhan di muka bumi) pengganti Nabi Muhammad SAW dalam fungsinya sebagai kepala
negara, yaitu pengganti Nabi SAW dalam jabatan kepala pemerintahan Islam, baik untuk
urusan agama maupun urusan dunia. (lihat Ensiklopedi Islam, 1993, vol. 3, h. 35-36).

1 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya, cetakan |,
(Jakarta: Rajawali Pers, 1994), h. 212,



secara sistematis. la baru muncul pada periode Dinasti Abbasiyah."
Namun prosedur pengangkatan Khulafa al-Rosyidin secara ijma’ oleh
sahabat dan kaum muslimin, telah dikemukakan menjadi dasar bagi
teori politik para juris Sunni."

Timbulnya pertentangan-pertentangan antara aliran-aliran
tersebut, mendorong para juris Sunni mengembangkan teori-teori
politik mereka tentang khilafah.'® Dengan ungkapan lain latar

belakang kondisi sosial politik tersebut sangat dominan

mempengaruhi para juris Sunni untuk mengembangkan teori-teori

'* Suatu Dinasti (Bani Abbas) yang menguasai daulat (negara ) Islamiyah pada masa
klasik dan pertengahan Islam. Daulat Islamiyah ketika berada di bawah kekuasaan dinasti ini
disebut juga dengan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pendiri dinasti
ini adalah Abu Abbas as-Saffah, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah inilah zaman
keemasan Islam tercapai. Sejak tahun 132 H/750 M Daulah Abbasiyah dinyatakan berdiri
dan berlangsung sampai tahun 656 H/1258 M. Masa yang panjang itu dilaluinya dengan pola
pemerintahan yang berubah-ubah sesuai perubahan politik, sosial, budaya, dan penguasa.
(lihat Ensiklopedi Islam: 1993, vol. 4, h.4).

1* Politik Sunni melarang memberontak kepada kekuasaan, betapapun dzolimnya
kekuasaan itu, sekalipun mengkrittk dan mengecam kekuasaan yang dzolim adalah
kewajiban, sejalan dengan perintah Allah untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Para
politikus Sunni sangat mendambakan stabilitas dan keamanan, dengan adagium mereka:
“Penguasa yang dzolim lebih baik daripada tidak ada”, dan “Enam puluh tahun bersama
pemimpin (imam) yang jahat lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin”. (lihat Budhy
Munawar-Rachman: 1994: 593).

'8 Istilah politik yang paling sering dibahas adalah kata khilafah. Kata ini diturunkan
dari akar kata khalafa, berarti menggantikan tempat seseorang sepeninggalnya; karena itu
kata khalif atau khalifah berarti seorang pengganti. (lihat Qomaruddin Khan: 1973: 8).
Dalam konteks ini, kata khilafah bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu
pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. (lihat Suyuthi Pulungan:
1994: 43). Kehadiran institusi kekhalifahan ini dalam sejarah pemerintahan Islam merupakan
simbul kesatuan masyarakat muslim. (lihat Ensiklopedi Islam: 1993, vol. 3, h. 51).



politik mereka. 7

Pemikir-pemikir politik juris Sunni yang terkemuka dalam
sejarah Islam diantaranya adalah al Mawardi, seorang pemikir Islam
yang terkenal, tokoh terkemuka madzhab Syafi’i, dan pejabat tinggi
yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah.'

Al Mawardi dikatakan sebagai pemikir pertama yang
memperkenalkan teori kontrak sosial,”” lima abad sebelum pemikir-
pemikir Barat men,g,vemukakannya.20 Beliau menganggap kekuasaan
kepala negara berasal dari kontrak sosial yang melahirkan hak dan
kewajiban kepala negara dan rakyatnya.?!

Yang dimaksud dengan imamah (pemerintahan atau

17 Suyuthi Pulungan, Op. Cit., h.213-216.
'8 Munawir Sjadzali, Op. Cit., h. 58.

'% Teori ini menyatakan, seseorang atau sekelompok manusia menyerahkan hak
kekuasaan dirinya kepada seseorang atau kepada lembaga yang disepakati. Implikasi teori ini
adalah bahwa sumber kedaulatan negara berasal dari rakyat dan memperoleh legitimasi
melalui kontrak sosial antara dua pihak. (lihat Suyuthi Pulungan: 1994: 72).

2 Al Mawardi mengemukakan teori kontraknya itu pada abad XI, sedangkan di
Eropa teori kontrak sosial baru muncul untuk peftama kalinya pada abad XVI1. Ada empat
pemikir politik Barat yang mengemukakan teori kontrak sosial, dengan versi yang berbeda
satu sarna lain. Yang pertama adalah Hubert Languet, ilmuwan Perancis, yang hidup antara
tahun 1519 dan 1581 M; yang kedua Thomas Hobbes, ilmuwan Inggris, yang hidup antara
tahun 1588 dan 1679 M; yang ketiga John Locke, juga ilmuwan Inggris, yang hidup antara
tahun 1632 dan 1704 M; dan yang keempat adalah Jean Jaques Rousseu, ilmuwan Perancis
yang hidup antara tahun 1712 dan 1778 M. (lihat Munawir Sjadzali: 1993: 67).

2! Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru,cetakan I, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), h. 109-110.



kepemimpinan), menurut al Mawardi dijabat oleh khalifah atau
pemimpin (al-Rois), raja (al-Mulk), penguasa (al-Sulthan), kepala
negara (Qaid al-Daulah) dan kepadanya ia berikan lebel agama. Al
Mawardi menyatakan “Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi
kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pernyataan ini
mengandung arti bahwa, seorahg imdm tidak hanya pemimpin agama
tetapi juga pemimpin politik, demikian komentar Muhammad Jalal
Syaraf dan Ali Abdul al-Mu’thy Muhammad. Sifat kepemimpinan ini
pula yang tampak dalam diri Muhammad SAW sebagai Rasul Allah di
satu pihak dan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara di
pihak lain. Demikian juga daldm diri KHulafa al-Rosyidin, mereka
memegang kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik
seka]igus.22

Mengenai teori imamah atau khilafah al Mawardi memberikan
pandangannya yaitu suatu bentuk kekuasaan umum dalam sosck
seorang penguasa tertinggi dalam lingkungan suatu masyarakat besar
untuk mencegah terjadinya anarkhi dalam ‘masyarakat tersebut,

dengan adanya kekuasaan yang berwibawa dengan kewenangan

2 Suyuthi Pulungan, Op. Cit.,h. 230-231.



memerintah, mengadili, mengamankan ketertiban masyarakat.”

Oleh karena itu dengan adanya jabatan khilafah dipandang
sebagai fardlu kifayah® sama halnya dengan jihad dan menuntut ilmu,
demikian pendapat al Mawardi.

Apabila orang yang berhak telah mengangkat atau memangku
jabatan khilafah, maica gugurlah hukum wajib bagi kaum muslimin
yang lain dan sebaliknya jika tidak ada seorangpun yang menjalankan

tugas itu, maka semua kaum muslimin berdosa.?

» Budhy Munawar-Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,
cetakan [, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994), h. 601.

# Menurut kebanyakan (mayoritas) ulama ushul mengartikan bahwa yang dimaksud
dengan fardlu kifayah merupakan keharusan bagi obyek hukum (mukallaf) untuk
menjalankan suatu perintah dengan sifat representatif kolektif, jadi tidak ditujukan pada
suatu person atau privasi. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa kata lain dari
hal di atas yaitu fardlu kolektif dengan konsekuensi ditanggung oleh publik.(lihat Abdul
Hamid Hakim: 9)

% Al Mawardi, al Ahkam al Sulthoniyah, (Beirut: Dar al Fikr, tth.), h.5
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B. Identifikasi Masalah

C.

Masalah-masalah yang timbul berdasarkan latar belakang
pemikiran di atas dapat meliputi hal-hal sebagai berikut:

Bagaimana pemikiran al Mawardi tentang kepemimpianan yang
meliputi; kewajiban mengangkat pemimpin, syarat-syarat pemimpin
dan pengangkatan pemimpin. Ketentuan-ketentuan tentang siapa
sumber kekuasaan negara, pelaksana kekuasaan, dasar dan cara
menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu
diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab

dan bagaimana bentuk tanggung jawab tersebut.

Pembatasan Masalah

Kajian ini membahas dan mengkaji pemikiran al Mawardi
tentang kepemimpinan dan pelaksana kekuasaan. Dengan demikian
maka kajian ini mengesampingkan pemikiran al Mawardi yang
berhubungan dengan kebijaksanaan lainnya diluar masalah

kepemimpinan dan pelaksana kekuasaan.

D. Perumusan Masalah

Masalah studi ini dirumuskan sebagai berikut:



11

1. Bagaimana konsep pemikiran al Mawardi tentang kepemimpinan
dan pelaksana kekuasaan?

2. Apa alasan pemikiran al Mawardi demikian?

E. Tujuan Studi
Kajian ini bertujuan untuk:
1. MendiskripsiKan pemikiran al Mawardi tentang kepemimpinan dan
pelaksana kekuasaan.
2. Menganalisis latar belakang pemikiran al Mawardi tentang

kepemimpinan dan pelaksana kekuasaan.

F. Kegunaan Studi
Hasil dari studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-
kurangnya untuk: ‘
1. Untuk memperk;lya khasanah pengetahuan tentang pemikiran al
Mawardi dan dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.

2. Dapat dijadikan pertimbangan dalam rangka pengambilan

keputusan politik di Indonesia.
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G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam

penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan

(bibliographic research).

2. Data yang telah dihimpun

Data yang telah dihimpun méliputi:

2.1. Data tentang riwayat hidup al Mawatdi.

2.2. Data tentang situasi politik séhiasa hidup al Mawardi.

2.3. Data tentang karir politik a1 Mawardi.

2.4. Data tentang pendidikan al Mawardi.

2.5. Data tentang karya-karya al Mawardi.

3. Sumber data

Sumber data yang telah dihimpuh dalam studi ini secara global

meliputi:

3.1 Al-Ahkamus Sulthoniyah. al Mawardi

3.2. Adab ad-Dunya wa ad-Din. al Mawardi

3.3. Figh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Suyuthi
Pulungan

3.4. Al Mawardi’s Theory of The State. Qomaruddin Khan.

3.5. Seratus Muslim Terkemuka. Ahmad Jamil



3.6.

3.7.

3.8.
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Masalah-masalah Teori Politik Islam. Mumtaz Ahmad .
Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah. Budhy
Munawar-Rachméan

Islam dan Tata Negara. Munawir Sjadzali .

4. Analisa data

Data yang diperoleh berkehaan dengan pemikiran al

Mawadrdi didiskripsikan kemudiah di4nalisa latar belakangnya.

Dengan demikian penelitidn ihi tetwujud diskriptip analitik.

H. Sistematiksd i”embahasan

Sistematika pembahdsan ini adalah sebagai berikut:

Bab I

Bab II

: Merupakan pendahuliih yang berisi tentang gambaran
umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini
meliputi latdr beélikang masalah, identifikasi
masalah, pembatasah masalah, perumusan masalah,
tujuan studi, kegunaan studi, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Merupakan landasan umum terhadap penelitian yang
berisi pemikiran politik khawarij, syi’ah dan

mu’tazilah.
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Bab III : Bab ini merupakan penelitian tentang pemikiran
politik al Mawardi meliputi masalah kepemimpinan:
kewajiban mengangkat, syarat-syarat dan
pengangkatan pemimpin, serta pelaksana kekuasaan.
Yang diawali dengan gambaran umum tentang al
Mawardi yang meliputi riwayat hidup, situasi sosial
politik dan karya-karya al Mawardi.

Bab III : Merupakan analisa dari latar belakang pemikiran al
Mawardi yang terdiri dari analisa dari segi
kepemimpinan serta analisa dari segi pelaksana
kekuasaan.

Bab IV : Penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari

kesimpulan.



